ABSTRAK

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN
KEDUDUKAN ANGGARAN DASAR DAN TANDA TANGAN DIREKSI
DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA

Pramita Sandhi Said (NIM. 2210622098), Heru Sugiyono, Muthia Sakti

Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas putusan
pengadilan terkait kedudukan anggaran dasar dan tanda tangan direksi dalam
perjanjian kerja sama dan kepastian hukum terhadap kedudukan anggaran dasar dan
tanda tangan direksi dalam perjanjian kerjsama terkait adanya disparitas putusan
pengadilan. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis normatif, dengan sifat
deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan
sekunder. Data dianalisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil
penelitiannya adalah (1) putusan pengadilan terkait kedudukan anggaran dasar dan
tanda tangan direksi dalam perjanjian kerja sama terjadi pada putusan
67/PK/PDT/2024 dimana lebih berfokus pada melindungi pihak ketiga yang tidak
mengetahui pelanggaran internal, dengan menggunakan pendekatan yang lebih
fleksibel terhadap pelanggaran anggaran dasar. Sedangkan putusan
601/K/PDT/2016 menitikberatkan pentingnya kepatuhan ketat terhadap anggaran
dasar sebagai landasan hukum, dengan mengabaikan faktor itikad baik pihak ketiga.
Kedua putusan ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam menilai tanggung
jawab direksi, di mana satu lebih mengutamakan keadilan substantif (perlindungan
pihak ketiga) sementara yang lain mengutamakan kepatuhan hukum formal. Oleh
karena itu disparitas pada putusan pengadilan disebabkan oleh perbedaan
interpretasi hukum, ketiadaan yurisprudensi yang mengikat, dan kurangnya
pedoman yang jelas. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak
pada stabilitas dunia usaha. (2) kepastian hukum terhadap kedudukan anggaran
dasar dan tanda tangan direksi dalam perjanjian kerjsama terkait adanya disparitas
putusan pengadilan dapat menggunakan doktrin piercing the corporate veil.
Penerapan doktrin ini dalam konteks disparitas putusan pengadilan dapat
memberikan solusi atas ketidakpastian hukum yang timbul. Dengan menembus
kepribadian hukum perusahaan, pengadilan dapat mengevaluasi motif dan tindakan
direksi, memastikan bahwa pelanggaran anggaran dasar tidak merugikan pihak
yang beritikad baik. Selain itu, penerapan doktrin ini dapat memperkuat posisi
hukum anggaran dasar sebagai pedoman utama dalam tata kelola perusahaan.
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ABSTRACT

THE DISPARITY OF COURT DECISIONS IS RELATED TO THE POSITION OF
THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND THE SIGNATURES OF THE BOARD
OF DIRECTORS IN THE COOPERATION AGREEMENT

Pramita Sandhi Said (NIM. 2210622098), Heru Sugiyono, Muthia Sakti

This research aims to analyze the causes of the disparity in court decisions related
to the position of the articles of association and the signatures of the directors in
the cooperation agreement and legal certainty to the position of the articles of
association and the signatures of the directors in the cooperation agreement related
to the disparity of court decisions. The research method is carried out with
normative juridical, with an analytical descriptive nature. Using secondary data in
the form of primary and secondary legal materials. The data were analyzed
qualitatively with deductive conclusions. The results of the research are (1) the
court decision regarding the position of the articles of association and the
signatures of the board of directors in the cooperation agreement occurred in
decision 67/PK/PDT/2024 which focuses more on protecting third parties who are
not aware of internal violations, by using a more flexible approach to violations of
the articles of association. Meanwhile, decision 601/K/PDT/2016 emphasizes the
importance of strict compliance with the articles of association as a legal basis,
ignoring the good faith factor of third parties. These two rulings reflect different
approaches to assessing the responsibilities of directors, with one prioritizing
substantive justice (protection of third parties) while the other prioritizing formal
legal compliance. Therefore, disparities in court decisions are caused by
differences in legal interpretation, the absence of binding jurisprudence, and a lack
of clear guidelines. This creates legal uncertainty that has an impact on the stability
of the business world. (2) Legal certainty on the position of the Articles of
Association and the signatures of the Board of Directors in the cooperation
agreement related to the disparity of court decisions can use the doctrine of
piercing the corporate veil. The application of this doctrine in the context of
disparity in court decisions can provide a solution to the legal uncertainty that
arises. By penetrating the legal personality of the company, the court can evaluate
the motives and actions of the directors, ensuring that the violation of the articles
of association does not harm the party in good faith. In addition, the application of
this doctrine can strengthen the legal position of the articles of association as the
main guideline in corporate governance.
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